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BUPATI BARITO TIMUR
PROVIIISI I(ALIIUAS?AIT TENGAII

PIRATURAfi BT}PATI BARIT(} TINfiI'R
NOMOR a? teHuIY 2019

TEIYTANG

TATA CARA PEII,IUITGUTAIII PA*IAK PEIUTRAIIIGAIV JALAIT

Mengingat : 1.

DENGAII RAHMA" TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMtlR,
: a. Bahwa berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten

Barito Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang pq,ak
Daerah, menyatakan bahwa pajak penerangan Jalan
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah
dan sebagai sumber pendanaan bagi kelangsungan
pembangunan daerah, sehingga perlu di berd.aya
gunakan dengan memperhatikan potensi yang ada di
daerah;

: b. bahrn'a berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Barito Timur tentang Tata cara
Pemungutan Pajak penerangan Jalan;

2.

3.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun lggV tentang
Penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaimana
telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 tentang perubatran atas Undang_Undang
Nomor 19 Tahun lgg7 tentang penagihan pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 39gZ);
Undang-Undang Nomor ZB Tahun lggg tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun lggg Nomor TS,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor Sristi;
Undang-Undang Nomor S Tahun 2AAZ tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten

lang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan



4.

5.

6.

7.

B.

Kabupaten Barito Timur di provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO2 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor alBO);
Undang-Undang Nomor L4 Tahun ZAAZ tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA2 Nomor ZT, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SggT)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aZSSl;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun ZAO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun ZAA4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawatran
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 6A, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa}Oh
Undang-Undang Nomor 33 Tahun ZAO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa38);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AAg Nomor 13O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50a9);
Undang-Undang Nomor . 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
Undang-Undang Nomor 15 Tahun ZAL? tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor L2 Tahun
2411 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Tahun Z}rc Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A74 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SSSZ)
sebagaimana telah beberapa kali diuhah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Und"ang

9.

10.

11.

23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah



t2.

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56791;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana

ii,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tah:un 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (L,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 51a5);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 20O1 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA1
Nomor 4L, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor a09O);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah {i,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 45761 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 20OS tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik trndonesia Nomor a576);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah (l,embaran Negara
Repubiik indonesia Tahun ZArc Nomor
244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5950);
Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun ZALT
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daera-h {I-embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Al7 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6Oa1);

13.

14.

15.

16.

17.
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2A19 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Repukrlik Indonesia
Nomor 63221;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor: 2A7|PMK.A7 /2A18 tentang Pedoman
Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20 18 Nomor
1852);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur 2 Tahun
2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun 20 18 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Timur nomor 35).

MEMUTUSI(AI{ !

Menetapkan : PERATURAI{ BUPATI TEITTANG TATA
PEMUI{GUTAN PA"TAI( PEIiIERAIVGAI{ JALA![.

CARA

BAB I
KETEI{TUAI{ UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang mernimpin peiaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Badan adalah sekumpuian orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara TBUMN), atau Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) dalam nama dan dalam bentuk apapun, Iirma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.

5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah
Bad"an Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Barito Timur.

7. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT

{Persero) Perusahaan Listrik Negara.
8. Tenaga Listrik adaiah tenaga listrik arus bolak balik yang berasal dari PLN

18.

19.

20.

::t i1'f,' t''\ ,h
. r '-i ft -; +.t



9.

10"

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17"

i8.

19.

24.

21.

Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah pqjak atas
penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh
dari sumber lain.
Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah pembangkit
tenaga listrik yang berasal dari non pLN.
Penggunaan tenaga iistrik yang diperoleh dari sumber lain adalah
pembangkit tenaga listrik yang berasal dari pLN.
Penggunaan Utama adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai
sumber utama/ murni tenaga listrik.
Penggunaan Cadangan adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai
sumber tenaga iistrik cadangan biiamana sumber utama tenaga listrik
tidak mencukupi atau mengalami hambatan/ kerusakan.
Penggunaan Darurat adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai
sumber tenaga listrik alternative bilamana pembangkit listrik yang berasal
dari sumber lain (PT.PLN) mengalami pemadaman.
subjek Pqiak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan
pajak.
wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Fd*,
pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang * undangan
perpajakan daerah.
Penanggung Pajak adalah orang pribadi yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk
melakukan pembayaran pdak yang terutang, termasuk wakil yang
menjalankan hak dan memenuhi kew4f iban wajib p4jak menurut
peraturan perundang-undangan perp4jakan,
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 isatu) bulan kalender , yanl menjadi
dasar bagi wqiib pajak untuk menghitung, meyetor dan melaporkan pajak
yang terutang.
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalend.er,
kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender.
P4jak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak
sesuai d.engan ketentuan peraturan perundang-undangan perpqjakan
daerah"
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulal dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pqjak kepada wajib pajak serta pengawasan
peyetorannya.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SpTpD
adalah surat yang oieh wa.jib pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan danfatau pembayaran pajak, objek pajak danlatau bukan
objek pajak, dan/atau harta dan kewqiiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
surat setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat sspD
bukti pembayaran atau peyetoran pajak yang telah dilakukan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain

adalah
dengan
ke Kas

Daerah melalui t3gpat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
#'4*.,\ 6;+:&, r
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24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pqiak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus
dibayar"

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan p4iak yang menentukan
tambahan atas jumlah pqiak yang telah ditetapkan.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah surat ketetapan p4jak yang menentukan jumlah pokok pajak saina
besarnya dengan jumlah kredit pqiak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak.

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari
pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak danlatau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tertulis, kesalahan hitung danlatau kekeliruan dalam
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keketapan P4jak Daerah Nihil,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah,
surat Keputusan Pembetulan atau surat Keputusan Keberatan.

30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhad.ap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Keketapan Pqjak Daerah Nihil, $urat Ketetapan Pajak Daerah Lebih
Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
yang diajukan Wqjib Pajak.

31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diqiukan oleh Wajib PAiak.

32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi
harta, kewqjiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk
periode Tahun Pajak tersebut.

33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesionai berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang
undangan perpajakan daerah.

34. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak.

h
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36.

35.

37.

38.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak
melunasi utang pEak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan surat paksa, mengusuikan pencegahan, melaksanakan
peyitaan, melaksanakan penyanderaan.
Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat
Perintah meiaksanakan peyitaan, pengumuman ielang, pembataian lelang,
Jasa Peniiai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan di tempat usaha rnaupun
kantor Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang meliputi seluruh jenis
pajak untuk tahun yang berjatran atau tahun-tahun sebelumnya yang
dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan
dalam pemeriksaan pada umumnya"
Hari Kerja adalah hari yang digunakan ora.ng untuk bekerja, biasanya
rnulai hari Senin sampai dengan Jumat, dengan rata-rata operasi mulai
dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore (busfness daA|.
Hari adalah hari kalender yang dihitung secara normal termasuk hari
Sabtu, hari Minggu dan hari bertanggal merah.
Kepala Bidang Pajak Daerah adalah pimpinan dari Bidang pajal<
Daerah yang berada di Lrawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan yang rnempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan
tsidang Pajak Daerah.

untuk tempat
keuntungan.

39.

40.

{1)

(2t

{s)

BAB II
trIAMA, OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK DA}I WAJIB PAJAK

Pasal 2

Setiap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh
dari sumber lain dipungut pajak dengan nama PpJ.

Pasal 3

Objek PPJ adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri
maupun yang diperoleh dari sumber lain"
Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
Dikecuaiikan dari Objek PpJ sebagaimana dimaksud pada ayat {1i adalah:
a. penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten;
b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh

Kedutaan, Konsultan dan Perwakiian Asing dengan asas timbal balik;
c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak

memerlukan izin dari instansi teknis, dengan kapasitas terpasang
dibawah 20 {dua puluh} kVA; dan

d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan
ibadah, lembaga sosial yang semata-mata tidak mencarj

I



{4}

(5)

subjek PPJ adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan
listrik.
Wajib PPJ adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga
listrik.

BAB III
PEHDATAAN DAII PENDAFTARAN OBJEK PA"IAI{

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 4

{U Pendataan objek PPJ dilakukan dengan pengecekan langsung oleh tim.
{2} Pendataan objek PPJ dilakukan dengan memberikan formulir pendataan

kepada pemilik/ pengelolal penanggung jawab penggunaan tenaga listrik.
t3l Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat {2} diterima dan

harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh
ketua Tim.

{4i Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan
lengkap dilakukan pendaftaran usahanya kepada Kepala Badan untuk
menjadi wajib pdak daerah.

{5} Tim sebagaimana dimaksud pada ayat {1} ditetapkan dengan keputusan
Bupati.

t6) Bentuk dan format formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat
t2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkaa dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 5

Pend.aftaran penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat {4} menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Badan
melalui Bidang Pajak BAPENDA.
Formuiir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat {1} wajib diisi
dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/
pengeiolal penanggung jawab penggunaan tenaga listrik atau kuasannya
dengan melarnpirkan:
a. fotoknpi identitas diri;
b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
c. surat kuasa bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) apabila
pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima
kuasa.
Formuiir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan ke Bidang Pqjak Daerah BAPENDA, paling iambat T (tujuh)
hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.

--l
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t4) Pemilik/pengelola/ penanggung jawab penggunaan tenaga listrik yang
telah mendaftarakan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang
bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menertritkan:
a. Nomor Pokok WE'ib Pajak Daerah; dan
b. Surat Pengukuhan Wajib Pqiak Daerah.
Apabila pemiliklpengelolal penanggung jawab penggunaan tenaga listrik
tidak menyalnpaikan formulir pendaftaran dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menerbitkan
NPWPD dan Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah secara jabatan.
Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB TV

DASAR PEIYGTI{AAIT DAN TARIF PA"'AK

Pasal 6

Dasar pengenaarr PPJ adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL).
Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat {U
ditetapkan:
a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan

pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya
beban/ tetap ditambah dengan biaya pemakaian kW/ variabel yang
ditagihkan dalam rekening listrik;

b. dalam hai tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik
dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik,
jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku
di wilayah Daerah yang bersangkutan"

Pasal 7

Tarif PPJ sebesar 10Yo (sepuluh persen).
Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oieh industri, pertambangan
minyak bumi dan gas, tarif PPJ sebesar 3% (tiga persen).
Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif PPJ ditetapkan
sebesar L,5o/o {satu koma iima persen}.

Pasal I

Perhitungan NTJL diklasilikasikan sebagai berikut:
a. untuk pembangkit listrik yang memasang alat ukur (aiat kWh lVieter)

perhitungan NJTL pemakaian ditetapkan dengan rumusan sebagai
berikut:

NJTL = kltrIh pemakaian x harga satuan tenaga ltstrik

tbi

t6l

t1)

{2}

{1}

{2)

{3}

t1i



b. untuk pembangkit listrik yang tidak memasang alat ukur,
perhitungan NJTL ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut:

I{JTL = kVA x FD x Jam Nyala x Rp.l kWh

Keterangan:
NJTL
kvA

= Niiai Jual Tenaga Listrik
= Kapasitas Daya Terpasang

{21

(3)

tu

t2)

FD = Faktor Daya
Jam Nyala = Jam nyaia per bulan berdasarkan hasil pendataan

Rp./kwh = Harga Satuan Listrik per kWh
Jika wajib pajak menggunakan alat pembangkit lebih dari 1 (satu) unit,
maka NJTL dihitung secara akumulasi, kecuali apabila unit - unit
pembangkit tersebut sebagian digunakan secara murni {utarna} dan

sebagian sebagai cadangan.
Nilai harga satuan tenaga listrik ditetapkan dengan Keputusan Bupati
berdasarkan Tarif dasar listrik {TDL) dari PLN.

Pasal 9

Jam Nyala sebagaimana dimaksud dalam Pasal B ayat (1) huruf b adalah
pemakaian energi listrik dalam satuan kwh yang didasarkan pada
jumlah jam nyala mesin pembangkit listrik yang dipergunakan.
Berdasarkan jam nyala yang diberlakukan, maka jam nyala minimal
pembangkit listrik yang dihasilkan sendiri (non PLN), ditetapkan sebagai

berikut:
a. penggunaan utama/murni ditetapkan 24A (dua ratus empat puluh)

jam per bulan;
b. penggunaan cadangan ditetapkan sebesar 120 (seratus dua puluh)

jam per bulan; dan
c. penggunaan darurat ditetapkan sebesar 30 (tiga puluh) jam per

bulan.

Pasal 1O

Faktor Daya adaiah tolak ukur dalam bentuk angka yang digunakan
untuk mengukur kemampuan alat pembangkit listrik dalam
menghasilkan tenaga listrik.
Faktor Daya ditetapkan berdasarkan data yang tertera pada alat
pembangkit yang bersangkutan atau berdasarkan perhitungan sebagai

berikut:
a. Penggunaan kWh meter FD = kWh : kVA
b. Tanpa penggunaan kWh Meter
c. FD ditetapkan berdasarkan usia pembangkit listrik

'f

I

(1)

t2)
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BAB V
TATA CARA PENGHITUNGAIT DAIIT PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,

benar dan lengkap dan ditandatangani oleh Wa.fib Pajak atau Kuasanya'
Khusus untuk PLN wajib mernbuat daftar rekapitulasi rekening listrik
pelanggan yang berfungsi sebagai SP|PD.
SPTPD yang d"imaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada instansi
pengelola selambat-lambatnya 15 {lima belas) hari setelah berakhirnya
masa pajak; dan
Bentuk dan format isian formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada

ayat {1} tercanturn dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Wajib Pajak yang memtrayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud
dalart Pasal 11 ayat {1} digunakan untuk menghitung, memperhitungkan
dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
Dalam jangka waktu 5 (limai tahun sesudah terutangnya pajak, Bupati
dapat menerbitkan:
a. SKPDKB;
b. SKPDKBT; dan
c. SKPDN.
SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak
yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga setresar Za/o {d:ua persen} sebulan dihitung
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka r,r'aktu

paiing lama 24 (dua puluh empat) Lruian dihitung sejak saat
terutangnya pajak;

b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang
ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga Zo/a (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat diLrayar untuk jangka waktu paling
lama 24 {dua puluh empat} bulan dihitung sejak saat terutangnya
pajak; dan

c. apabila fug\^,qjiban mengisi SPIPD tidak clipenuhi, pajak yang
terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 25ak (dua puluh lima persen) dari pokok
pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar Za/o {d*a
persen) sebrulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) buian
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3)

{4}

{s}

(1)

{2}

t3)



{4} SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan
apabila ditenukan data baru atau data yang semula terungkap yang

meyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan

sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari
jumlah kekurangan pajak tersebut.
SKpDN sebagaimana dimaksud pada ayat {2} huruf c diterbitkan apabila
jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pqiak

atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b
tidak atau tidak sepenuhnya dibayar d"alam jangka waktu yang telah

ditentukan, ditagih d.engan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi

administrasi berupa bunga Za/a ldua persen) sebulan; dan
penambahan jumiah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada

ayat {4rtidak dikenakan apabila wajib pqiak melaporkan sendiri sebelum

dilakukannya tindakan pemeriksaan"

Pasal 13

Bentuk dan format isian formulir SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT dan

SKPDN sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 tercantum dalam Lampiran iV

)'ang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
MASA PAJAK PENERAI{GAH JALAIiI

Pasal 14

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kaiender.

BAB VII
JATUH TEMPO PA"IAI( TERUTANG

Pasal 15

Jatuh tempo pajak terutang (SKPDKB atau SKPDKBT) adalah 30 (tiga
puluh) hari setelah diterirnanya SKPDKB atau SKPDKBT oleh Wajib
Pajak atau Penanggung Pajak.
Apabiia ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tidak dipenuhi
paiing lama 30 (tiga puiuh) hari sejak diterimanya SKPDKB atau
SKPDKBT oleh W4jib Pajak a.tau Penanggung Pajak maka dikenakan
sanksi administrasi bunga sebesar 2olo {dua. persen) dari pokok pajak
setiap bulan, dihitung dari pajak yang kurang bayar atau teriambat
dibayar dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling
lama 3O (tiga puluh) hari SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2o/o {dua persen} sebulan dan ditagih dengan
menerbitkan STPD.

{7}

{s}

t6)

(1)

(2)
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BAB VIII
TATA CARA PEMUT{GUTAN PA"IAK

Pasal 16

Pemungutan PPJ dilakukan oleh BAPENDA.

PPJ dipungut dengan sistem pemungutan pajak yang mernbebankan

penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang

bersangkutan {sgstem self Asse ssment) yang memberikan kepercayaan

Kepada Wajib Pajak untuk rnenghitung, memperhitungkan, membayar

dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada BAPENDA.

Wajib Pajak diwajibkan membayar Pajak terutang berdasarkan Surat

Ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh wajitr pajak sesuai ketentuan
yang berlaku.
Wqiib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan

sendiri pqiak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat {2},

menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT-

Wajib Pajak atau kuasanya wajib mengisi secara jelas, benar dan lengkap

dan menandatangani SPTPD, SKPDKB, danlatau SKPDKBT

sebagaimana dimaksud pada ayat {4).
SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dala ayat {4} dapat
diterbitkan oleh Bupati melalui Kepala BAPENDA dalam jangka waktu 5

{lima} tahun sesr.rdah saat terutangnya peiak dengan ketentuan:
a. SKPDKB diterbitkan apabila:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak
terutang ternyata tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak;

2. SPTPD tidak disampaiakan kepada Bupati melalui BAPENDA

dalam jangka waktu sepuiuh hari dan setelah ditegur secara

tertulis selama tiga kali tetap tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana telah ditentukan dalam surat teguran;

3. Kewajiban wqjib P4jak untuk mengisi SPTPD tidak dipenuhi.
b. SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru dan data yang

semula belum terungkap yang meyebabkan penambahan jumlah
pqiak terutang.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupabunga ZYa

(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) buian dihitung sejak

saat terutangnya pajak.
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagimana

dimaksud pada ayat (6) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 1O0% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak
tersebut.
Bupati melalui Kepala BAPENDA atas permohonan Wajib Pajak setelah
memenuhi persyaratan yang teiah ditentukan dapat memberikan kepada
WEib Pajak untuk mengangsur pembayaran dengan dikenakan bunga
sebesar 2o/o {dua persen) perbulan.

t3)

{4}

{5}

{6}

{8}

{7)

{e}
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BAB [K
TATA CARA PPMBAYARAN

Pasal 17

Pemhayaran PPJ dilakukan di Bendaharawan Penerima BAPENDA

sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKBT, STPD

dan hasil penerimaan harus disetor ke Kas Daerah secara bruto
selambat-lambatnya 1X 24 jam.
Pembayaran PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
menggunakan SSPD.
Pemtrayaran PPJ yang tidak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disetor iangsung oleh wajib pajak atau penanggung peiak ke Kas

Daerah melalui tempat yang ditetapkan oleh Bupati.
Apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari tribur, maka pembayaran
dilakr-rkan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 18

Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus lunas.

Fasal 19

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan
tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

BAB X
TEffiERIKSAAIY DAIT PENEBUKUAI$

Bagian Fertama
Pemeriksaan

Pasal 2O

Pemeriksaan dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala
Badan bagi objek pajak dan/atau apabila ditemukan ketidaksesuaian
antara pembayaran pajak dengan potensi di lapangan.
Untuk keperluan pemeriksaan, petugas dilengkapi dengan Surat T1rgas

Pemeriksaan dan memperlihatkan kepada Weiib Pajak atau
Penanggung Fajak yang diperiksa.
Wajib Pajak atau Fenanggung Pajak yang diperiksa wqjib:
a. menyelenggarakan pembukuan atau d.okumen lain yang

berhubungan dengan kegiatan usaha Wqiib Pajak atau Penanggung
Pajak;

b. memberikan kesempatan kepada petugas untuk memasuki tempat
atau ruangan yang dipandang periu dan membarikan bantuan serta
keterangan yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak atau

(3)

{4}

{1}

{2}

t3)
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guna memperlancar perneriksaan; dan



c. menyampaikan data potensi dan keterangan yang diperlukan secara

benar dan jeias.

t4) Apabila pada saat pemeriksaan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

maka akan dilakukan pemeriksaan khusus.

tS) Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak melakukan

pemeriksaan, maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

{6i Untuk kepentingan pengamarian petugas dapat meminta bantuan
pengamanan dari aparat penegak hukum, sesuaj. dengan peraturan

perundang-undangan yang beriaku.

Bagian Kedua
Fembukuan

Pasal 21

{1} Setiap Wqiib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit
Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib
menyelenggarakan pembukuan.

t21 Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut sebagi berikut:
a. pembrukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran

dan saldo;
b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan

waktu;
c" apabiia wajib pajak atau penanggung pajak memiliki lebih dari 1

isatu) usaha maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
d" pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar

perhitungan Pajak Penerangan Jalan sehingga dapat diketahui
omzetnya;

e. neraca; dan
f" laporan rugi laba perusahaan.

{3) Setiap wajib pajak atau penanggung pajak yang melakukan usaha
d.engan omzet dibawah Rp. 30O.000.000,00 (tiga ratus ribru rupiah) per

tahun dengan melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa
pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar
untuk menghitung besarnya Pajak Penerangan Jalan terutang.

{4) Tata cara wajib pajak meiakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap

transaksi penerima pembayarart, adalah sebagai herikut:
a. menyeienggarakan rekapitulasi tentang pendapatan bruto usahanya

secara lengkap dan benar;
b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronoiogis berdasarkan urutan

waktu;
c. apabila wajib pajak atau penanggung pajak memiliki lebih dari 1

{satui usaha maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
d. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar

perhi.tungan P4jak Penerangan Jalan berupa karcis atau dokumen
lainnya.
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Rekapitulasi sehagaimana dimaksud
dengan sebaik-baiknya dan harus
kegiatan usaha sebenarnya.

pada ayat {2}
mencerminkan

diselenggarakan
keadaan atau

{2)

i1l

{3}

{41

Pasal 22

Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan

tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang
berlaku.
Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat dijadikan dasar
untuk menghitung besarnya PPJ yang terutang.
Pernbukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain
yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari rvajitr
pajak atau penanggung pajak disimpan selama 5 (lima) tahun.

BAB XI
TATA CARA PEI{AGIHAU PAJAK

Pasal 23

PPJ yang terutang berdasarakan SKPDKB, SKPDKtsT, STPD dan
Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada
waktunya ditagih dengan Surat Paksa yang sudah terlebih dahulu
diberikan Surat Teguran.
Penagihan PPJ dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Bentuk dan Format Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
tercanturn dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB XII
PEI{GURANGAN DAI{ KERINGAI{A$ FAJAK

Pasal 24

Bupati berdasarkan permohcnan wajib pajak dapat mernberikan
pengurangan atau keringanan PPJ yang terutang.
Besarnya pemberian pengurangan atau keringanan PPJ -vang terutang
ditetapkan oleh Bupati.
Pemberian pengurangan dan keringanan PPJ terutang paling ban3rak
25% (dua puluh iima persen).
Tata cara pemberian pengurangan atau PPJ yang terutang diatur
sebagai berikut:
a. permohonan pengurangan atau keringanan PPJ yang terutang

disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati
Up. Kepala BAPENDA disertai alasan yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi KTP dan
SPTPD {apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa
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berdasarkan permohonan sebagiamana dimaksud pada huruf a,

Kepala Badan melakukan alalisa kelayakan permohonan
pengurangan atau keringanan PPJ yang terutang;
apabila alasan permohonall pengurangan dan keringanan PPJ yang

terutang dikabulkan, maka Bupati menerbitkan keputusan
pengurangan atau kerinaganan PPJ yang terutang;
apabila permohonan pengurangan dan keringanan PPJ yang

terutang ditolak, Bupati melaiui Kepala Badan harus
memberitahukan kepada wqiib pajak disertai alasan penolakannya;

dan
e. keputusan pemberian pengurangan dan keringanan PPJ yang

terutang harus disampaikan kepada wajib pqiak atau penanggung

pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan

diterima.

{3} Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan dan keringanan PPJ

yang terutang sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan

bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

BAB XIII
PENGURAI{GAH ATAU PENGTIAPUSAI{ SANKSI ADMINISTRATIF

DAI{ PEMBEIULAIIT, PEITGURAI{GAN ATAU PEIYIBATALAN KETETAPAIT
PA"IAK

Bagian Kesatu
Pengurangan atau Penghapusan Sanksl Administratif

Pasal 25

Bupati melalui Kepala Badan dapat mengurangkan atau menghapus
sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan PPJ yang
terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan karena kehilafan wajib
pajak atau bukan karena kesalahanrrya.
PengUrangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga,
denda dan kenaikan PPJ yang terutang dilakukan terhadap sanksi
administratif yang terdapat dalam STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.

Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, diatur sebagai berikut:
a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa

Indonesia kepada Bupati Up. Kepala Badan Pendapatan dengan
alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi
STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja
sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT. Apabila
dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi
KTP penerima kuasa;

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang Pajak Daerah BAPENDA
untuk melakukan pengkajian dan penelitian;

b.

c.

d.
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c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan
sebagai dasar memberikan keputusan;

d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;

e. daiam jangka rnaktu paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima
permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan
harus memberikan keputusan berupa dikabulkan atau ditolak;

f. apabila setelah lew.at jangka waktu i (satu) bulan sebagaimana
dimaksud pada huruf e, Kepala Badan belum memberikan
keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dianggap dikabulkan; dan

g. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhatlap
keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif.

Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan :

a. Memberitahukan kepada wajib pajak atau penanggung pajak
disertai alasan penolakannya; atau

b. Memerintahkan kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk
membayar pajak terutang beserta sanksi administratif dalarn
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Terhadap permohonan yang disetujui atau karena jabatan
Lrerdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan
mengurangkan atau menghapus sanksi administratif dan memberikan
catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
Wajib pajak atau penanggung pajak meiakukan pembayaran Pajak
Penerangan Jalan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya
permohonan sebagimana dimaksud pada a3rat {4}.

Bagian Kedua
Pembetulan, Pengurangan, atau Pembatalan Ketetapan

Pajak Penerangan Ja1an

Pasal 26

Bupati melalui Kepala Badan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN

atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 27

Bupati meialui Kepala Badan atau berdasarkan permohonan wajib pajak
dapat :

a. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN
atau SKPDLB y-ang tidak benar; da:r

Lr. Membataikan hasil pemeriksaan atas ketetapan Pajak Penerangan Jaian
yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang

ts)

{6}
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Pasal 28

Pengurangan atau pembatalan PPJ yang terutang atas dasar

permohonan Wajib Pajak atall Penanggung Pajak diatur sebagai

berikut:
a. Wajib pajak mengajukan perrnohonan secara tertulis dalam tsahasa

Indonesia kepada Bupati Up. Kepala Badan Pendapatan Daerah

dalam jangka waktu 7 {tujuh} hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB,

SKPDKBT, STPD, SKPDN AIAU SKPDLB;

b. Surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa
fotokopi:
1. Identitas diri yang sah/KTP, apabila dikuasakan wajib

melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima

kuasa;
2. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan

permohonannya; dan
3. Alasan yang mendukung diajukannya permohonan.

Pengqjuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat {1i tidak dapat dipertimbangkan dan herkas
permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
Pengurangan atau pembatalan ketetapan PPJ kerena jabatan dilakukan
sesuai perintah Bupati melalui Kepala Badan atas usul Kepala Bidang

Pajak Daerah berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan
baru.

Pasal 29

Atas dasar permohonan wajib pajak atau penanggung pajak
sebagimana dimaksud dalam Pasal 28 atau karena jabatan, Bupati
melaiui Kepala Badan meminta Kepaia Bidang Pajak Daerah untuk
membaha$ pengurangan atau pembatalan ketetapan PPJ.

Hasil pembahasan sebagintana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan atau
pembatalan ketetapan PPJ.

Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pajak Daerah dan telaahan
pertimbangan atas pengurallgan atau pembatalan ketetapan PPJ,

Kepala Badan memberikan keputusan.
Kepala Bidang Pajak Daerah melakukan proses penerbitan keputusan
yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan PPJ

atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan
PPJ.

Pasal 3O

Setelah diterbitkannya keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan
PPJ, Kepala Bidang Pajak Daerah segera:

a. Melakukan pembatalan ketetapan PPJ yang lama atau memberikan
catatan atau perbaikan pada SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau
SKPDLB; dan

(2)

t3)

t1)

{2}

{3}

(4)
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i1)

{2}

{1}

t2)

b. Memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran PPJ yang

terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan.

BAB TV

KEBERATAN DAH BANDING

Pasal 31

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Up'

Kepala Bad"an atas suatu:
a. SKPD;
b. SKPDKB;
c, SKPDKBT;
d. SKPDLB; dan
e. SKPDN.
Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

disampaikan secara tertulis d.alam Bahasa Indonesia paling lama 3

{tiga} bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau

SKPDN diterima oleh Wajib Paiak atau penanggung pajak, kecuali

apabila wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak

dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya:
a. Bupati atau Kepala Badan daiam jangka paling lama 12 {dua belas)

bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana

dimaksud pada ayat {2} diterima, sesudah memberikan keputusan;

b. Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Kepala Badan tidak

memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap

dikabulkan; dan
c. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) tidak

menunda kewajiban membayar pajak-

Pasal 32

Wdib Pajak atau Penanggung Pqiak dapat mengajukan banding kepada

Bupati Up. Kepala Badan dalam jangka waktu 3 (tiga) buian setelah

diterimanya Keputusan keberatan.
Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (U tidak

menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 33

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan 2"/o {dua persen} sebulan untuk paling lama

24 {dua puluh empat} bulan.

ffim-S*' Sq,.&ffi
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t2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak

bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

BAB }rV
TATA CARA PEISGEMBALIA}I KELEBIHAI{ PEMBAYARAI{

Pasal 34

Atas kelebihan pembayaran PPJ, wajib pajak atau penanggung pqiak

dapat mengqjukan perrnohonan pengembalian kelebihan pembayaran

kepada Kepala Badan.
Kelebihan pembayaran sebagimana dimaksud pada ayat (1) terjadi

apabiia:
a. PPJ yang dibayar ternyata lebih besar dari

terutang; atau

yang seharusnYa

b. dilakukan pembayaran PPJ yang tidak seharusnya terutang'

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

persyaratan:
a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa indonesia

dengan mencantumkan besarnya pengembatian yang dimohonkan

disertai alasan Yang jelas;

b. permohonan diiampiri fotokopi identitas wajilr pajak atau fotokopi

identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD dan bukti

pembayaran yang sah; dan
d. surat permohonan ditandatangani oleh w4jib pajak atau

penanggung pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib

pajak atau penanggung pqjak harus dilampiri surat kuasa

bermeterai cukuP.
Permohonan Pengembaiian yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai

permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan'
Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan

pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat ( u, dalam jangka

waktu paling lama t2 {dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya

perrnohonan pengembalian keiebihan pembayaran PPJ, Bupati melalui

Kepala Badan harus memberikan keputusan dengan rnenerbitkan

SKPDLB.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui'

dan Bupati melalui Kepala Badan tidak mernberikan suatu keputusan,

permohonan pengembalian pembayaran PPJ dianggap dikabulkan dan

SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satui

bulan.
Apabila wajib Pajak atau Penanggung Pajak memiliki utang pajak

lainnya, kelebihan pernbayaran PPJ langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

t1)

t2)

t3)

t4)

(s)

{6}
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(B)

te)

Pengembalian kelebihan pembayaran PPJ dilakukan dalam jangka

waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Jika pengembalian kelebihan pemhayaran PPJ dilakukan setelah lewat

2 {dua} bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar Za/o

(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan

pembayaran P4jak Penerangan Jalan.

Pasal 35

Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mempunyai utang

pajak, maka pengembalian PPJ dilakukan dengan menerbitkan Surat

Perintah Pencarian Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak

Penerangan Jalan.
sP2D atas kelebihan pembayaran PPJ dibebankan pada mata anggaran

pengembalian pendapatan pqiak dengan koreksi pendapatan pada

tahun anggaran berjalan.
SP2D atas kelebihan pembayaran PPJ tahun - tahun sebelumnya ya"ng

telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran Belanja Tidak Langsung

BAPENDA {Restitusi Pajak}.

BAB ,r1II
TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 36

Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian PPJ

ditugaskan kepada BAPENDA.
Dalam melaksanakan tugasnya BAPENDA dapat berke4'a sama dengan

Instansi terkait.

BAB X\TII
KADALUARSA

Pasal 37

Hak untuk melakukan pengalihan pqiak kadaluarsa setelah melampaui

jangka waktu 5 (limai tahun terhitung sejak saat serutangnya pajak,

kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pqiak melakukan

tindakan pidana di bidang perpajakan daerah.

Kadaluarsa Penangrhan Pajak sebagai.mana dimaksud pada ayat i1)

tertangguh apabiia:
a. diterbitkan surat Teguran dan Surat Paksa; dan

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak atau Penanggung

PAlak baik langsung mauputl tidak langsung"

i1)

(2)

(s)

{11

{2)

(1)

l2l
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BAB XIIIII
KEf,ENTUAN PTITUTTIP

Pasal 38

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndaxgan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito

Timur.

Ditetapkan di Tamiang l,aYang

pada tanggal bt Oasc.W 2Al9

BUPATI BARITO TIMUR,

Diundangkan di Tamiang Layang

Pada tanggal 9r Qn1*-lqc 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BARITO TIMUR,

:Aa--
ESKOP

,^1 BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2Ol9 NOMOR

AMPTRA A.Y. MEBAS



tI.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR

NOMOR }} TAHUN 2O1g
TENTANG

TATA CARA PBMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

UMUM
Bahwa d.engan makin meningkatnya pelaksanaal tugas

Pemerintah, Pembangunan. serta pelayanan kepada masyarakat maka

menurut tersediannya dana yang lebih'
Oleh karenanya sumber pembayaran untuk peiaksanaan kegiatan

tersebut diatas dapat digali dari Penerimaan Asli Daerah dimana salah

satunya adalah berasal dari Pajak Penerangan Jalan yang merupakan

potensi Pajak di Kabupaten Barito Timur'
Berdasarkan ha1 tersebut diatas, maka dipandang perlu

menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur tentang Tata-

Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan'
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari

penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak,

penentuan tresarnya p4jak yang terutang sampai kegiatan penagihan

pajak kepada wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sumber lain adalah PLN atau

sumber lain
diluar PLN.

Ayat (2)

CukuP jelas.

Ayat (3)

CukuP jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup J jelas'

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasa1 7 '

Cukup jelas.
Pasal B

Cukup jelas.

il.
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Pasal 9
Cukup jeias.

Pasal 1O

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

CukuP jelas.
Ayat {2}

Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pqjak

atas pajak yang dibayar sendiri, penerbitan surat ketetapan

pajakditujukankepadaWajibPajaktertentuyang
disebabkan oleh ketidak benaran dalam pengisian SPTPD

atau kerenan ditemukannya data fiskal tidak dilaporkan

oleh Wajib Pajak.
Memberikan kewenangan kepada Bupati untuk dapat

menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN hanya

terhadap kasus-kasus tertentu, d"engan perkataan lain

terhadap wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau

berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban

formal danlatau kewajiban material'
Contoh:
1'seorangWajibP4jaktidakmenyampaikanSPTPDpada

tahun 2010. Setelah ditegur dalam jangka waktu

tertentu juga belum menyampaikan SPTPD maka daiam

jangka waktu 5 (lima) tahun Bupati dapat menerbitkan

SKPDKB atas Pajak Yang terutang.
2. Seorang wajib Paiak menyampaikan SPTPD pada tahun

2010. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun,

ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang

disarnpaikan tidak benar. Atas pAiak yang terutang yang

kurang bayar tersebut Bupati dapat menerbitkan

SKPDKB ditambah d"engan saksi administratif'
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang

telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu

paling lama 5 {lima } tahun sesudah pa:ak yang terutang

ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum

terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah

pajak yang terutang. Bupati dapat menerbitkan

SKPDKBT.
4. Wqiib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Bupati

ternyata jumlah pajak yang terutang salna besarnya

dengan jumlah kredit pajak atau pqiak tidak terutang

dan tidak ada kred.it pajak, Bupati dapat menerbitkan

SKPDN.
Ayat {3}

Huruf a
Cukup jelas.

$i- 
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Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan o'Penetapan pajak secara

Jabatan adalah penetapan besarnya pqiak terutang
yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
berdasarkan data yang ada atau keterangan iain yang

dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk'

Ayat {a}
CukuP jelas.

Ayat (5)

CukuP je1as.

Ayat (6)

CukuP jelas.

Ayat (7)

CukuP jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasai 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

sfii{t}A



Pasal 29
CukuP jelas.

Pasal 30
CukuP jelas.

Pasal 31
CukuP jelas.

Pasal 32
CukuP jelas.

Pasal 33
CukuP jelas.

Pasal 34
CukuP jelas.

Pasal 35
CukuP jelas.

Pasal 36
CukuP jel,as.

Pasal 37
CukuP je1as.

Pasal 38
CukuP jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR .J.,



LAITIPIRAI{ I
PEBATURAIT BUPATI BARTTO TIMUR

I'IOMOR }7 TAHUIY 2AL9
IENTAI{G TATA CARA PEilIUITGUTAI{

PAJAK PTNERAIIGAIT JALAI{

BentukdanFormatlsi@
Tanggal PendataanFORMULIR PENDATAAN

PAJAK DAERAH

PA.]AK PENERANGAN JALAN

PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO TIMUR

BADAN PENDAPATAN
DAERAH

Ji.Baruh Rintis DAM BuYa
Kode Pos: 73611

A. NPWPD

r--n
B. NAMA WAJIB PAJAK

C, ALAMAT WAJiB PAJAK

D. NAMA USAHA

E. ATAMAT TEMPAT
PENGAMBILAN/USAHA

F. DESA / KtrCAMATAN

G. TBLEPHONtr

kvA/I{wHH. KAPASITAS DAYA

Barito Timur,

PETUNJUK PtrNGISIAN FORMULIR
PENDATAAN
KOLOM A

Kolom B, C, D, E,

: nlisit"an sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD

{apabila sudah ada}
: biislican sesuai dengan tercantum dalam Surat Izin
Usaha yang berlaku {apabila sudah ada atau diisi
sesuai Keadaan / lokasi usqh?1

BUPATI BARITO TIMUR,

' i{). t':'rir .":.i- ar.,. )r{ : l:j :

e



LAITfiPIRAI{ fi
PERATUNAH BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 23 TAHUI{ 2AL9
TEI{TAI{G TATA CANA PEIf,UI{GUTAII
PAJAI( PEXERANGAN JALA3{

Bentuk dan format isian formulil pendaftaran

frH,manrt'aH reguPATEN BARITO rIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Baruh Rintis DAM BuYa

Kode Pos 73611
Tamiang Layang

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Nomor Formulir Kepada Yth.

Surat izin

k



BUPATI BARITO TIMUR,

I

F,*.S'a, $.i4.F\ffi
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LAMPIRAI{ IH
PERATURAN BUPATI BARITO TIIIIUR
NOMOR. g" TAHUN 2AT9
TEIYTAT{G TATA CARA PEilIUNGUTAI{

PAJAK PEI{ERANGAI{ JALAN

Bentuh Format isian Formulir dan Tata Cara sian SPTPD
Nomor : .......... ..-..... .....'....'

MasaPajak : ... .'..........'..-.." " '

Tahun : ...............-...-."""-

Tang$IEG;maBAPsNoe

SI]RAT PEMBEzuTAH1JAN
PAJAKDAERAH

(SPTPD)

PA]AK PENERANGAN JAL,AN

PEMERTNTAH KABI]PATEN
BARITO TIMT'R

BADAN PENDAPATAN DAEEAH
Ji. Baruh Rintis DAM BuYa

KodePos:73611
Tamiang LaYang

PERHATIAN:
1. Baca petunjuk Pengisian.
Z.Harapdiisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak' .. .

3. setelah diisi dan ditandatangani, harap dilerahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito

Timur paiing lambat 10 hafi uJt*luh masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak

4. Keterlambatan penyerahan sPTPD sebagaimana dimaksud a"gka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai

A. NPWPD

B. NAMA WAJIB P

C. ,A.LAMAT WAJIB PAJAK

D NAMAUSAHA

E. ALAMAT TEMPATUSAHA

r. DESAi KECAMATAN

TUMLAH (Rp.)Nilai Juat Tenaga Listrik il'iJTL)H. DASARPENGENAAN PAJAK

( Coret -vang tidak Perlu )

TLx 10 %Peagguaaan tenaga listrik dari sumber lain (PLN)I. PA]AKTERUTANC

Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh

industri, pertambangal minyak bumi dan gas

JTL x 1.5 %
Penssunaar tena.qa listrik yang dihasilkan sendiri

J. KREDIT PAJAK
hurufJ-hurufK)K. YANG HARUS DIBAYAR

p"ngan men5'adari sepeauhnl'a akan akibat

termasuk sauksi sesuai psrafuran daerah yang

berlals, maka sa-va menyatakau data -vang
diisikan bese$a lampirannya adalah .r'ang sebenar-

benarnya.

L. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

ATAU KUASANYA

BUPATI BARITO TIMUR,



LAIYIPIRAN TV

PERATURAN BTIPATI BARITO TIMUR

NOIVIOR YV TAHUN 2OL9
TEI{TAI{G TATA CARA PEMUNGUTAT{

PA^IAK PENERAI{GAN JALAN

A. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak n'*

ffi



B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar Tambatran (KPDKBT)

KOP DIITAS

SURA? I(TTTTAPAN PA^IAT( DAERAIT ITURANG BAYAR TAMBAIIATI

Kepada Yth

Nomor :

?anggal I

di...........

Tanggal jatuh temPo :

[. Berdasarkan Peraturan Daerah Katrupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018

tentang pajak Daerah telah diiakukan'pemeriksaan atau analisis Lainnya sehingga

ditemukan data baru danlatau data yang sernula belum terungkap mengenai

d"k-;""an kewajiban pajak penerangan Jalan terhadap :

Nama Usaha
Alamat
Nama Pemilik
Alamat

II. Berdasarkan Pemeriksaan
sebagai berikut :

tersebut di atas, jumlah Yang masih harus dibaYar adal,ah

Kepala BAPENDA Kabupaten Barito Timur
Kepala Bidang Pajak Daerah,

t- nasar pengenaall Pajak Penerangan Jalan

t PajAk Penerangan Jalan yang sehamsnya

terutang ; 1.}a/ox RP.'..'.'.(1)
SYox RP........'(1)

L,}o/ax RP..-......{1)

3. PEak Penerangin Jalan yang seharusnya dibayar

A Pajak Penerangan J*l*ttJglg rclan gft'3.yg

SJumtah Kurang Bayar Tambahan ( 3 - a )

6. Sanksi administrasi berupa kenaikal Pajak

Pajak Penerangan Jalan {Pasal ....Perda Nomor 2

Tahun 2018);

Z. fengurangal atau penghapusan sanksi

SJumlah yang masitr harus dibayar {5+6){
Dengan huruf :

ffiF$l"r" [,j.?:.,,,j 5v
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C.BentukdanisiSuratKetetapanPajakDaerahNihil(SKPDN)

KOP DIilAS

SURAT I{TTTTAPAIT PA^'AI( DATRAH IIIHIL

Kepada Yth

Nomor :

Tanggal :

di...........

Tanggal jatuh temPo :

II. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten B-arito Timur Nomor 2 Tahun 2018

tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan

lain meng*rr.i p"Uf.*anaan kewajiban Pajak Penerangan Jalan terhadap :

Nama Usaha
Alamat
Nama Pemilik
Alamat

tersebut di atas, jumlah yang masih harus ditrayar adalah
u. Berdasarkan Pemeriksaan

sebagai berikut :

Tamiang Layang,
Kepala BAPENDA Kabupaten Barito Timur

Kepala Bidang Pajak Daerah,

1- Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan

2. Vajak Penerangan Jalan yang terutang :

1O7o x Rp.........(1)
Solax RP.........(t)

!,5o/o x RP..'......(1)
Kredit Pajak

a. kompensasi kelebihan periode sebelumnya

b. setoran yang dilakukart
c. lain-lain
d. jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)

@{lebih) pembayaran pokok Pajak

t2)- t3d)
Dengan huruf :



D. Bentuk dan Isi Surat Tagitran Pajak Daerah iSTPD)

1

KOP DII{AS

SURAT TAGII{Atr PA"'AI( DAIRAH

Kepada

Nornor :

Tanggal :

di...........

Tanggal jatuh temPo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018

tentang pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban

pembayararrPajak Penerangan Jalan terhadap :

Nama Usaha
Alamat
Nama Pemilik
AIamat

II. Dari Pemeriksaal tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar ada-lah sebagai

berikut:

Tamiarrg Layang,
Kepala BAPENDA Kabupaten Barito Timur

Kepala Bidang Pajak Daerah,

NIP

(ifiili,.iljii lii i
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Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

:a': - :f
/" i., i,i_.u

KOP BADAN

SURAT KtrTETAPAN PAJAK DAERAH
Nomor :

NamaWajib Pajak
Alamat
Nama Usaha
Alamat Usaha
NPWPD
Tanggal Jatuh TemPo

Pajak Penerangan Jalan4,1.1.08.01.01

.lumUfr KetetaPan Pakok Pajak
Jumlah Sanksi a' Bunga

b. kenaikan
Jumlah Keseluruhan

Daerah (BPK Cabang Tamlang LaYang

tSiZbl, lto Rekening : 0202-001-53S-1) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah

{sPPDi
ap"nila SKPD ini tidak atau kuralg dibayar lewat waktu palinq l*t 39 hari setelah SKPD

diterima dikenakan sanksi adminisirasi berupa bunga sebesar 27o perbulan'

Tamiang Layang,
KABID PAJAK DAERAH

TANDA TERIMA

Nama Wajib Pajak
Alamat
Nama Usaha
Alamat Usaha
NPWPD
Masa Pajak
Pajak Terutang

Yang Menerima,
(Nama)

G iL
..-o_ _ _i"***-



LAIYIPIRAIT V
PERATURAN BUPATI BARITO TIIT{UR
r{oilroR 21 TAHUI{ 2At9
TEI{TAISG TATA CARA PEMUI{GUTAII
PA"IAK PEIYERAITGAI{ JALAI{

BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN PAJAI( PENERANGAN JALAN

Menimbang

Mengiryat

Memperhatikan

MBnetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

coret_yang tidak pedu

@op Bupati)

KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMI,IR
TENTANG

PEMBERIAN PENGI.IRA.I{GAFI PAJAK PENERANGAI{ JALAF{ YANG TERU TANG
BI]PATI BARITO TIMUR,

: a. bahr.va berdasarkan irasit perneriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Penerangan Jalan

Nornor ......... tanggai terdapat/tidak terdapat *) cukup aiasan rmh:k ilengurangkan besam5a Pajak

Penerangan Jalan Yang terutang;

b. bahr*.a lrcrdasarkan sebagaimana dimakzud pada hunrf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati

Balito Timur teotang ........... -. ;

: 1. peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor ? Tahua 20i8 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Barito Timur Tahrm 2018 aomor 2)l

2. peraturan Bupati Barito Tinlr Nomor ... ... tentallg Tatt Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalao;

: suratpermohonanpenguranganPajakPajakPeneranganJalanatas Nama.....tangga1.-...,1'ang

diterima iengkap oleh eidan Fenaapatan i>eratr Kabupaten Barito Timur....... pada tanggal '.'. '

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN BIIPATi BARITO TIMI,R TENTANG PEMBERIAN PENGIIRAI"*GAN PAJAK PENERANGAN

.IALAN YANGTERUTANG.

: Mengabulkan/Nlenolak *) permohonan pengurangan Pajak Penerangan Jalaa yang terutang kepada rVajib Pajak :

Nama WajibPaiak : .....................

AlamatWajibPajak : ..................

NamaUsaha : .......- " "'
Alamat Usaha ; , .. ........ . ..,..

BesamyaPengurangan : ... . ...... ,.. ....

: Berdasarkan jurniah be samya pengurangan sobagaimana dimaksud pada Dktum KESATU Pajak Peneraugaa .Ialan yang

seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

PajakPeneranganJalan yangterutang: Rp
Besamya Pengurangan(..... % r Rp . ..)

Jurnlah Paiak Penerangan Jalan Yang
Seharusnya Dibayar
(......... ............. -. ..".....)

KeputusarBupati Barito Timur ini mulai berlakupada tanggal diteapkan

Ditetapkandi : TamianglaYang

BI'PATI BARITO TIMUR,

Rp ...... ..
Rp. ...................

BUPATI BARITO TIMUR,

,i

I
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LAIVIPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BARITO TI1VIUR
NOMOR 2-? TAHUN 2019
TEHTAIiIG TATA CARA PEIVIUNGUTAN

PA"IAK PTNTRAIIGAIT JALAIT

Bentuk dan Format Surat Paksa

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Baruh Rintis DAM Buya
Kode Pos 57361 1

SURAT PAKSA
Nomor'. ...........1 ...........iBAPENDA/

i

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAI{A ESA

BUPATI BARITO TIMUR

NPWPD

Alamat

Menunggak pajak sebagaimana tercantum dibawah ini

Jenis PajalC
Retribusi

Tahun Nomor &. Tanggal SKPD, SKPDT,
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKRD,
SKRDT, STRD, SK Keberatan, SK
Pembetulan, SK Putusan Banding

Jumalah Tunggakan
Pajak
(Rp)

JumlahRp. .."

-\ 1. Memerintahkan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak untuk membayar Jumaiah Tunggakan Pajak

tersebut ke tsKP Badan Pendapatan Daerah atau Bank Pembangunan Daerah, ditambah dengan

biaya Penagihan dalam waktu 24 jarn setelah perneberitahuan surat paksa ini.

2. Memsrintahkan kepada juru sita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau juru sita yang lain yang

ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melaksanakan penyitaan atas barang *

barang milik *"Eib pajak/ penanggung pajak, apabila dalam waktu 7X24jam surat paksa ini tidak

dipenuhi.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILLINASI DALAM WAKTU
2 X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT
PAKSA INI. SESLIDAH BATAS WAKTU ITU
TINDAKAN PENAGIHAN AKAN
DILANruTKAN DENGAN PENYITAAN
Pasal 11 tIUNo. 19Tahun 1997

(r.$As ti,jiiijtl

Tahun

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

h



Pada hari ini ............... tanggal bulan

Badan Pendapatan Daerah ....... yang

Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah

Rp

Rp.

tahun Atas Permintaan KePala

beralamat di Jl. ....... Saya juru sita Pajak

Yang beralamat di Jl.

MEMBERITAHIIKAN DENGAN RESMI

Kepada saudara

Bertempat tinggal di Berkedudukan

se.bagai Surat Paksa disebaliknya im te*anggal dan saya, Juru Sita

Daerah, berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memenuhi Isi Surat Paksa, dan oleh karena itu

harus menyetor di BKP Dipenda atau BANK Pembangunan Daerah sebanyak Rp.

... Denga tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya peaagihan

ini dan biaya selanjutnya, dan jika tidak membayar dalam waktu yang ditentukan, maka harta bendanya

baik yang berupa barang yang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak akan disita dan

dijuai dimuka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar Hutang Pajak, Denda, Bunga

dan biaya - biaya yang berhub*ilgan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENYANDERAAN

Saya Juru Sita Pajak, telah menyerahkan salinan surat Paksa ini kepada wajib pajaU

Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggall kedudukan orang pribadi/ badan yang

menanggung pajak.

Penyerahan salinan surat Paksa ini dilakukan kepada

Bertempat tingga1di............... disebabkan

Yang menerirna Salinan Surat Paksa Juru Sita Pajak Daerah

(. ........ )

Jabatan : ...................... NIP

Biaya Pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut

1. Biaya Harian Juru Sita Rp. ...........

2. Biaya Perjalanan

3. Jumlah

!!
1.

BUPATI BARITO TIMUR,


